WATERPARK SOLO BAKAL DIBUKA SEBELUM AKHIR TAHUN

Sumber Gambar:

https://soloraya.solopos.com/disebut-terbesar-di-jawa-tengah-ternyata-segini-luas-waterpark-tirtamas-solo-
1725532

Isi Berita:
RADARSOLO.COM - Waterpark atau Taman Air Tirtamas yang dibangun sejak 2021

lalu diprediksi rampung dalam waktu dekat. Progres pembangunan telah mencapai 99

persen, dan siap dioperasikan sebelum akhir tahun ini.

"Sudah 99 persen, tapi ada beberapa bagian yang belum sempurna. Investornya ingin
menyempurnakan dulu sebelum dibuka," ungkap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah (BPKAD) Kota Surakarta Budi Murtono, kemarin (12/9).

PT Artha Tirta Mulia selaku investor diminta untuk segera memastikan waktu
perampungan dan perkiraan jadwal pembukaan objek wisata baru di kawasan Jurug itu.
"Sebelum akhir tahun harapannya sudah bisa dioperasikan, perkiraannya Oktober atau
November nanti jadinya. Investor sudah menyanggupi, tapi belum bisa memastikan
waktunya (kepastian tanggal pembukaan, Red)," paparnya.

Sekadar informasi, waterpark tersebut dibangun di lahan 3,9 hektare, dengan nilai investasi
sekira Rp 50 miliar. Semula pembangunan taman air itu diharapkan rampung akhir tahun
lalu, namun sempat molor selama beberapa waktu hingga akhirnya proses pembangunan
bisa kembali digelar dan kini hampir selesai.

Untuk mendukung proyek itu, Pemkot Surakarta telah menyiapkan nama baru untuk objek

wisata di Solo bagian timur itu.
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"Kalau dari investor mau beri nama Tirtamas Waterpark, tapi mas wali (sapaan akrab Wali

Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka) kurang berkenan karena tidak marketable.

Namanya kami sudah mintakan ke mas wali, kami masih menunggu arahan," beber Budi.

Gibran mengakui telah memilih beberapa nama, namun enggan membocorkannya.

"Kemarin sudah saya carikan namanya, kalau soal nama saya memang agak detail

memilihnya. Akhir tahun ini selesai pokoknya," ucap Gibran. (ves/nik)

Sumber Berita:

l.

https://radarsolo.jawapos.com/solo/842959898/waterpark-solo-bakal-dibuka-sebelum-

akhir-tahun, “Waterpark Solo Bakal Dibuka Sebelum Akhir Tahun”, tanggal 13
September 2023.
https://timlo.net/baca/68719815046/waterpark-jurug-segera-beroperasi-gibran-siapkan-

nama-baru/, “Waterpark Jurug Segera Beroperasi, Gibran Siapkan Nama Baru”, tanggal
13 September 2023.
. https://soloraya.solopos.com/disebut-terbesar-di-jawa-tengah-ternyata-segini-luas-

waterpark-tirtamas-solo-1725532, “Disebut Terbesar di Jawa Tengah, ternyata Segini

Luas Waterpark Tirtamas Solo”, tanggal 29 Agustus 2023.

Catatan :

e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan

Pengeluaran Daerah.

. Pasal 24

1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah
dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a) Belanja Daerah; dan
b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27
ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah.
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d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara
lain b. belanja modal.

e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56
ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk
menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan
yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh
Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal

dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk

menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang
dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah

Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Proyek pembangunan Waterpark atau Taman Air Tirtamas bekerjasama dengan investor

PT Artha Tirta Mulia selaku investor.

e Dengan adanya para investor baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan
modalnya di wilayah Pemerintah Kota Magelang, merupakan salah satu modal untuk
kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

e Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah
yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

e Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai

pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan

desentralisasi?

! Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

’Kemenkeu, diakses dari : https:/djpk.kemenkeu.go.id/?ufag=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-
daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%?20peraturan%?20perund
ang%2Dundangan, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05
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Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam

mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah

dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun

pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah

memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap

pembangunan daerahnya.’

Terkait penyertaan modal Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut:
a. Pasal 78

1))

2)

3)

4)

ayat (1) menyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf b pada BUMD dan/atau
badan usaha milik negara

ayat (2) menyatakan bahwa Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan
dalam tahun anggran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai
penyertaan modal daerah yang bersangkutan.

ayat (3) menyatakan bahwa Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas
rancangan Perda tentang APBD

ayat (4) menyatakan bahwa Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pasal 79

1))

2)

ayat (1) menyatakan bahwa Pemenuhan penyertaan modal pada tahun
sebelumnya tidak diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran
penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah
ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal bersangkutan.

Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal
melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda
mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan perda
mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

3 jdih.babelprov , diakses dari : https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-

tanpa-membebani-masyarakat, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05
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c. Pasal 201 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam
rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, danf atau manfaat lainnya.
e Terkait penanaman modal diatur pada:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
a. Pasal 5

1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan
dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan
hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

2) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk
perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam
wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-
uridang.

b. Pasal 30

1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah
menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman
modal.

2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan
penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan
penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.

2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
a. Pasal 1

1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan
usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-
sektor ekonomi.

2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk
kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun
penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik
Indonesia.

3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau
badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa

penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
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b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan
Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk

Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh
Pemerintah Pusat.

Disclaimer :
Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana

informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat
suatu instansi
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